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Abstrak 

Tujuan penulisan hukum dengan judul Eksekutif Review Dalam Proses Penyusunan 

Terhadap Raperda (studi Kasus Terhadap Penarikan Draft Raperda Inissiatif DPRD 

Kota Palangka Raya Tentang Pondok Pesantren). Untuk mengetahui bagaimana 

tinjauan eksekutif review dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah 

tentang pondok pesantren yang ada di kota palangka raya yang pada akhirnya akan 

menjadi pembatalan atau penarikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan 

hukum ini adalah penulisan hukum normative dengan melakukan pengamatan 

langsung ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya 

dan mengaitkan kejadian tersebut dengan peraturan tertulis. Di dalam penulisan 

hukum ini juga menggunakan data primer yang terdiri dari wawancara secara 

langsung dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya yaitu Ketua Badan 

Pembentukan Praturan Daerah (Bapemperda) dan SubBagian Perundang-Undangan 

di Kantor DPRD Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Eksekutif 

Review Dalam Proses Penyusunan Terhadap Raperda Pondok Pesantren di Kota 

Palangka Raya, Kalimantan tengah ini mengalami tumpang tindih dikarenakan 

adanya peraturan lain yang lebih tinggi tidak bersinkronasi denganlPeraturan Menteri 

Agama Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren 

serta Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren. 

Kata kunci: Eksekutif Review, Peyusunan, Raperda, Studi Kasus, Palangka Raya 
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Abstract 

The purpose of this legal writing with the title "Executive Review in the Drafting 

Process of Regional Regulations (Case Study on the Withdrawal of the Draft Regional 

Regulation Initiative by the City Council of Palangka Raya Regarding Islamic 

Boarding Schools)" is to determine how the executive review is conducted in the 

process of drafting regional regulations concerning Islamic boarding schools in the 

city of Palangka Raya, which ultimately leads to cancellation or withdrawal.lThe 

research methodologylused in this legal writinglis normative legal writing, which 

involves direct observation at the Regional People's Representative Council (DPRD) 

office of Palangka Raya and relating the events to written regulations. This legal 

writing also utilizes primary data consisting of direct interviews with expert sources in 

the field, namely the Chairman of the Regional Regulation Formation Agency 

(Bapemperda) and the Subdivision of Legislation at the Office of the City Council of 

Palangka Raya. The research findings indicate that the Executive Review in the 

Drafting Process of Regional Regulations on Islamic Boarding Schools in Palangka 

Raya, Central Kalimantan, experiences overlapping due to the presence of other higher 

regulations that are not synchronized with the Minister of Religious Affairs Regulation 

Number 30 of 2020 concerning the Establishment and Operation of Islamic Boarding 

Schools, as well as the Minister of Religious Affairs Regulation Number 31 of 2020 

concerning Pesantren Education. 

Keywords: Executive Review, Drafting, Raperda, Case Study, Palangka Raya
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